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Abstract

Polygamy is an issue that continues to raise debates in the discourse of Islamic law and modern family
law, especially related to the principles of justice and the protection of women's rights. This study aims
to analyze polygamy from the perspective of M. Quraish Shihab, by examining the meaning of justice
and the ethical limits of polygamy through the interpretation of Q.S. An-Nisa verses 3 and 129. This
research employs a qualitative approach in /Jbrary research, utilizing the method of thematic
interpretation (mandi'l) and an interpretive-analytical approach to the works of Quraish Shihab,
particularly Tafsir al-Mishbah, and contextualizes these works within the discourse of Islamic marriage
law. The results of the study show that polygamy in Islamic teachings is not positioned as a command
or encouragement, but as rukbsah (leniency) limited by strict conditions of justice. Quraish Shihab
emphasizes the distinction between outward and measurable material justice and affective justice
related to love and the inclination of the heart, which by nature, is difficult to manifest perfectly. Q.S.
An-Nisa verse 129 serves as a moral warning of the high risk of injustice in the practice of polygamy.
Epistemologically, these findings suggest that Shihab's interpretation balances the authority of the text
with the social context and ethical purpose of the Qur'an, so that monogamy is understood as the
form of marriage that comes closest to the ideal of Islamic ethics, while polygamy is a strictly limited
exception and full of moral responsibility.
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Abstrak

Poligami adalah isu yang terus memunculkan perdebatan dalam diskursus hukum Islam dan hukum
keluarga modern, terutama terkait dengan prinsip keadilan dan petlindungan hak perempuan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis poligami dalam perspektif epistemologi tafsit M. Quraish
Shihab, dengan menelaah pemaknaan keadilan dan batas etis poligami melalui penafsiran Q.S. An-Nisa
ayat 3 dan 129. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan
(library research), melalui metode tafsir tematik (mandi%) dan pendekatan interpretatif-analitis terhadap
karya-karya Quraish Shihab, khususnya Tafsir al-Mishbah, serta dikontekstualisasikan dengan wacana
hukum perkawinan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami dalam ajaran Islam tidak
diposisikan sebagai perintah atau anjuran, melainkan sebagai rugbsah (keringanan) yang dibatasi oleh
syarat keadilan yang ketat. Quraish Shihab menegaskan pembedaan antara keadilan material yang
bersifat lahiriah dan terukur dengan keadilan afektif yang berkaitan dengan cinta dan kecenderungan
hati, yang secara kodrati sulit diwujudkan secara sempurna. Q.S. An-Nisa ayat 129 berfungsi sebagai
peringatan moral atas tingginya risiko ketidakadilan dalam praktik poligami. Secara epistemologis,
temuan ini menunjukkan bahwa penafsiran Shihab menyeimbangkan otoritas teks dengan konteks
sosial dan tujuan etis Al-Qur’an, sehingga monogami dipahami sebagai bentuk perkawinan yang paling
mendekati ideal etika Islam, sementara poligami merupakan pengecualian yang dibatasi secara ketat
dan sarat tanggung jawab moral.

Kata Kunci: Epistemologi Tafsir, Poligami, Rukhsah, Keadilan Afektif, M. Quraish Shihab

PENDAHULUAN

Poligami merupakan praktik perkawinan yang telah hadir dalam berbagai
peradaban jauh sebelum Islam dan dilembagakan dalam beragam sistem sosial
masyarakat kuno. Dalam konteks Arab pra-Islam, praktik ini berlangsung tanpa
batasan kuantitatif maupun kerangka etis yang jelas, sehingga kerap melanggengkan
relasi kuasa yang timpang dan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.
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Kehadiran Islam tidak dimaksudkan untuk mengafirmasi praktik tersebut
secara mutlak, melainkan melakukan intervensi normatif melalui pembatasan dan
penataan etis dengan menempatkan keadilan dan tanggung jawab sebagai syarat
moral yang ketat. Prinsip ini tercermin pada Q.S. An-Nisa ayat 3 dan 129, yang
menunjukkan bahwa kebolehan poligami tidak dapat dipahami sebagai legitimasi
bebas, melainkan sebagai mekanisme pembatasan terhadap praktik sosial yang telah
mengakar, dengan orientasi perlindungan dan kemaslahatan (Hermanto, 2017).

Dalam masyarakat modern, poligami terus menjadi isu kontroversial karena
berhadapan langsung dengan wacana kesetaraan gender, perlindungan hak
perempuan, dan stabilitas keluarga. Di Indonesia, perdebatan mengenai poligami
menguat seiring dengan berkembangnya narasi keagamaan di ruang publik dan media
sosial yang sering kali memosisikan poligami sebagai hak keagamaan laki-laki (Prima,
2023). Secara yuridis, negara menegaskan asas monogami, melalui Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, sembari membuka ruang terbatas bagi
poligami melalui persyaratan administratif dan substantif yang ketat. Namun, praktik
di lapangan menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu
menjamin keadilan substantif, khususnya bagi perempuan, sehingga poligami tetap
menjadi persoalan etis dan sosial yang problematis (Shiddiq, 2023).

Dalam diskursus tafsit Al-Qut’an, perbedaan pandangan mengenai poligami
tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kesimpulan hukum, tetapi juga oleh
perbedaan cara mengetahui (epistemologi) dalam membaca teks. Dalam konteks
inilah pemikiran M. Quraish Shihab menjadi relevan untuk dikaji. Shihab tidak
membaca ayat-ayat poligami secara legal-formal dan tekstual semata, melainkan
melalui pendekatan epistemologis yang menegosiasikan otoritas teks dengan konteks
sosial serta tujuan etis Al-Qur’an (Saced, 2006). Pendekatan ini mempetlihatkan
integrasi antara pembacaan tekstual (bayani), pertimbangan rasional-kontekstual
(burhani), dan kesadaran etis-humanistik, sehingga makna ayat tidak dipahami sebagai
norma statis, melainkan sebagai pedoman moral yang kontekstual dan berorientasi
pada keadilan (Kholis et al., 2017).

Melalui penafsiran terhadap Q.S. An-Nisa ayat 3 dan 129, Quraish Shihab
menegaskan bahwa poligami tidak diposisikan sebagai perintah atau anjuran,
melainkan sebagai rukhsah (keringanan) yang dibatasi oleh syarat keadilan yang ketat.
Ia membedakan antara keadilan lahiriah yang bersifat material dan terukur dengan
keadilan afektif yang berkaitan dengan cinta dan kecenderungan hati, yang secara
kodrati sulit diwujudkan secara sempurna. Q.S. An-Nisa ayat 129 berfungsi sebagai
peringatan moral atas keterbatasan manusia dalam mewujudkan keadilan emosional,
sekaligus menunjukkan tingginya risiko ketidakadilan dalam praktik poligami apabila
tidak disertai kesadaran etis yang tinggi (Oktaria et., al, 2022).

Berdasarkan telaah kritis terhadap penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi
setidaknya tiga celah kajian utama. Pertama, masih terbatas penelitian yang secara
khusus mengkaji poligami dari perspektif epistemologi tafsir dengan menempatkan
pemikiran M. Quraish Shihab sebagai kerangka analisis utama (Asiyah et al., 2019).
Kedua, belum banyak studi yang menghubungkan secara eksplisit penafsiran Q.S.
An-Nisa ayat 3 dan 129 dengan regulasi perkawinan di Indonesia, khususnya
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam kerangka dialog antara hukum Islam
dan hukum positif (Rahim, 2013). Ketiga, kajian mengenai keadilan dalam poligami
umumnya lebih menekankan aspek material, sementara dimensi afektif seperti
keadilan dalam cinta dan relasi emosional belum dianalisis secara mendalam sebagai
persoalan etis dan epistemologis (Kholis et al., 2017). Kajian-kajian tersebut
umumnya berfokus pada aspek normatif atau yuridis, dan belum secara sistematis
mengelaborasi epistemologi tafsir M. Quraish Shihab dalam membaca ayat-ayat
poligami sebagai persoalan etis. Selain itu, dimensi keadilan afektif sebagai batas
moral poligami masih relatif kurang mendapat perhatian dalam kajian tafsir, padahal
aspek inilah yang menjadi kunci kritik Al-Qur’an mengenai praktik poligami.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
poligami pada perspektif epistemologi dalam tafsiran M. Quraish Shihab, fokus
penelitian ini pada pemaknaan keadilan dan batas etis poligami. Penelitian ini
menempatkan poligami bukan sebagai norma ideal perkawinan, melainkan sebagai
solusi kontekstual yang sarat risiko moral. Dengan demikian, penelitian ini berupaya
menunjukkan bahwa monogami merupakan bentuk perkawinan yang paling
mendekati ideal etika Islam, sementara poligami dipahami sebagai pengecualian yang
dibatasi secara ketat oleh prinsip keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian
kepustakaan (/brary research). Pendekatan ini dipilih dikarenakan bertujuan peneliti
bukan untuk mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan untuk menganalisis
konstruksi makna, pola penalaran, dan asumsi epistemologis pada penafsiran ayat Al-
Qur’an tentang poligami. Fokus penelitian diarahkan pada epistemologi tafsir yang
digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam memahami dan membatasi makna poligami
sebagai rukhsah yang bersyarat secara etis (Cresswell, 2014). Sumber data primer
penelitian ini ialah karya-karya M. Quraish Shihab, khususnya Tafsir al-Mishbah, yang
diperlakukan sebagai teks utama untuk dianalisis. Data sekunder diperoleh dari buku,
artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu poligami,
epistemologi tafsir, dan hukum perkawinan Islam dan hukum positif di Indonesia.
Penggunaan data sekunder dimaksudkan untuk memperkaya konteks analisis dan
membangun dialog kritis antara tafsir Al-Qur’an dan wacana hukum kontemporer
(Cresswell, 2019).

Analisis data dilakukan melalui metode tafsir tematik (waugi%) yang
dipadukan dengan pendekatan interpretatif-analitis. Adapun langkah-langkah analisis
yang ditempuh yaitu sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi dan mengumpulkan
ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan tema poligami, dengan fokus utama pada
Q.S. An-Nisa ayat 3 dan 129 sebagai basis normatif dan etis pembahasan. Kedua,
menelaah konteks turunnya ayat (asbab al-nuzil) serta keterkaitan antarayat untuk
memperoleh pemahaman tematik yang utuh dan tidak parsial (al-Farmawi, 1990).
Ketiga, menganalisis penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tersebut
dengan menelusuri argumentasi, asumsi epistemologis, dan kerangka etis yang
digunakan dalam proses penafsiran. Pada tahap ini, penafsiran Quraish Shihab
diperlakukan sebagai objek kajian kritis, bukan sebagai kebenaran normatif yang
diterima secara apriori. Analisis diarahkan pada cara Shihab membedakan antara
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keadilan material dan keadilan afektif, serta bagaimana pembedaan tersebut berfungsi
sebagai batas etis dalam memahami kebolehan poligami. Keempat, hasil analisis tafsir
tersebut dikontekstualisasikan dengan kerangka hukum perkawinan di Indonesia,
khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melihat relevansi serta titik
temu antara norma keagamaan dan regulasi negara. Tahap ini bertujuan menilai
sejauh mana epistemologi tafsir Quraish Shihab sejalan dengan prinsip kehati-hatian
dan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam hukum perkawinan nasional.
Melalui tahapan metodologis ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan pandangan
M. Quraish Shihab tentang poligami, tetapi juga mengkonstruksi analisis
epistemologis yang mengaitkan tafsir Al-Qur’an dengan persoalan keadilan dan batas
etis dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qur'an menempatkan pernikahan sebagai institusi etis yang dibangun di
atas prinsip keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan
(Khafsoh et al., 2022). Dalam konteks poligami, dasar normatif utama terdapat pada
Q.S. An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

r&ducw.\vw;uwﬁu&uf&uu&d ,@vxwd,%
(& /L) 4@ }J v\@b\mr&u&u,\ ATV

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlakn adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim
(bilamana kamu menikabinya), nikabilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atan
empat. Akan tetapi, jika kamn kbawatir tidak akan mampn berlaku adil, (nikabilah) seorang
saja atan hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itn lebib dekat untuk
tidak berbuat zalim. (An-Nisa'/4:3)

Ayat ini sering dipahami secara simplistik sebagai legitimasi kebolehan
poligami. Namun, pembacaan kontekstual menunjukkan bahwa fokus utama ayat
bukanlah perintah untuk beristri lebih dari satu, melainkan peringatan keras agar tidak
berlaku zalim, khususnya terhadap perempuan yatim yang berada pada situasi sosial
dan ekonomi yang lemah. Dalam penafsiran M. Quraish Shihab, ayat ini dipahami
sebagai kelanjutan dari larangan berlaku aniaya terhadap harta dan pribadi anak yatim.
Dengan demikian, poligami ditempatkan sebagai mekanisme pembatasan terhadap
praktik sosial yang telah mengakar, bukan sebagai tujuan normatif syariat (Asiyah et
al., 2019).

Penekanan moral ayat ini tampak jelas pada frasa 333 | sl i 283 8 yang
menunjukkan adanya preferensi etis terhadap monogami apabila keadilan tidak dapat
dijamin. Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan yang disyaratkan dalam ayat ini
berkaitan dengan aspek-aspek lahiriah yang bersifat objektif dan terukur, seperti
nafkah, perlakuan, dan tanggung jawab sosial. Adapun keadilan dalam ranah cinta
tidak ditempatkan sebagai syarat mutlak, karena berada di luar kendali manusia secara
sempurna. Pembedaan ini menunjukkan bahwa syarat keadilan dalam poligami bukan
tuntutan ideal yang abstrak, melainkan batas etis yang realistis, sekaligus menjadi
alasan mengapa monogami dipandang lebih dekat dengan prinsip kemaslahatan

(Abdullah, 2012).
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Dimensi historis ayat poligami juga tampak dalam penyebutan frasa &Sl
6‘5‘\“"“, yang merefleksikan realitas sosial orang Arab ketika turunnya Al-Qur’an, di
mana perbudakan masih menjadi praktik umum. Al-Qur’an tidak menghapus sistem
tersebut secara revolusioner, tetapi mengarahkannya melalui proses bertahap menuju
pembebasan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pola bertahap ini
menunjukkan bahwa regulasi poligami tidak dapat dilepaskan dari strategi moral
progresif Al-Qur'an dalam membatasi praktik-praktik sosial yang berpotensi
melahirkan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, ayat poligami tidak dapat dibaca
secara ahistoris sebagai legitimasi hawa nafsu, melainkan sebagai penegasan batas
moral dalam struktur sosial yang belum sepenuhnya adil (Solong & Adrian, 2020).

Kritik normatif terhadap poligami semakin dipertegas dalam Q.S. An-Nisa
ayat 129 yang berbunyi:

S
\/}MK }Juéﬁﬂ\f}wmwﬁjjg\_ﬁ jj-«\.aud \)A...E...)ujj%
(%iij}iﬁ :d(_?;?/&\_ﬂ:d\ ) 43% w«?s L"‘") LZ)A; QK‘O\S\ OB ’iW// \3}5\,@

Rammu sekali-kali tidak akan dapat berlakn adil di antara istri-istri(-mn) walaupun kamu sangat
ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlaln cenderung (kepada yang kamn
cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah
(perbaikan) dan memelibara diri (dari kecurangan), sesunggubnya Allah Mabha Pengampun lagi
Maha Penyayang. (An-Nisa'/4:129)

Ayat ini mengakui secara eksplisit keterbatasan manusia dalam mewujudkan
keadilan secara sempurna, khususnya dalam ranah afektif. Menurut Quraish Shihab,
ayat ini bukanlah larangan mutlak terhadap poligami, melainkan peringatan moral
agar suami tidak bersikap condong secara berlebihan kepada salah satu istri sehingga
menyebabkan istri lain terabaikan atau “tergantung” secara sosial dan emosional
(Shihab, 2002). Dengan demikian, ayat ini berfungsi sebagai koreksi teologis terhadap
potensi penyalahgunaan Q.S. An-Nisa ayat 3.

Berdasarkan kerangka tersebut, poligami dalam Islam dipahami sebagai
rukhsab (keringanan) yang dibatasi oleh syarat moral, spiritual, dan sosial yang ketat.
Poligami bukanlah anjuran, apalagi kewajiban, melainkan solusi kontekstual dalam
kondisi tertentu yang tidak dapat diselesaikan melalui pernikahan monogami. Prinsip
ta'lil al-ahdm menegaskan bahwa tujuan utama pengaturan poligami adalah menjaga
keadilan dan kemaslahatan keluarga, bukan memperluas kebolehan tanpa batas.
Keadilan yang dimaksud bersifat proporsional (Za'dil al-ma‘nawi), yakni keseimbangan
hak dan kewajiban sesuai kapasitas masing-masing pihak, bukan kesamaan matematis
yang mengabaikan realitas psikologis manusia (Nugroho, 2024).

Pemikiran Quraish Shihab mengenai keadilan dalam poligami memiliki
relevansi yang kuat dengan sistem hukum perkawinan di Indonesia. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan asas monogami sebagai prinsip ideal, sekaligus
membuka ruang terbatas bagi poligami melalui persyaratan administratif dan
substantif yang ketat. Persyaratan seperti persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan
jaminan keadilan lahiriah mencerminkan prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan
spirit Q.S. An-Nisa ayat 3 dan 129. Poligami tidak diposisikan sebagai hak absolut
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laki-laki, melainkan amanah hukum dan moral yang harus dipertanggungjawabkan
(Sumarkan et al., 2022).

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa penafsiran M.
Quraish Shihab terhadap ayat-ayat poligami menempatkan keadilan sebagai inti ajaran
Islam, bukan sekadar syarat formal. Monogami tampil sebagai bentuk perkawinan
yang paling mendekati ideal etik Al-Qur’an, sementara poligami dipahami sebagai
praktik berisiko tinggi yang hanya dapat dibenarkan apabila seluruh syarat keadilan
lahiriah benar-benar terpenuhi. Dengan demikian, poligami dalam Islam bukan
simbol keistimewaan laki-laki, melainkan ujian moral yang menuntut tanggung jawab
etis dan spiritual yang besar (Ansori, 2022).

Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat poligami menunjukkan
pergeseran penting dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan etis-teleologis.
Dalam kerangka ini, hukum tidak dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan
normatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan moral
tertentu (magqasid al-shari‘ah). Poligami, oleh karena itu, tidak dapat dipisahkan dari
tujuan syariat untuk menjaga keadilan, kehormatan manusia, dan stabilitas keluarga.
Perspektif ini menempatkan poligami bukan sebagai hak individual yang bebas
dijalankan, tetapi sebagai kebijakan moral yang hanya relevan dalam kondisi sosial
tertentu dan dengan risiko etis yang tinggi. Penekanan pada keadilan sebagai syarat
utama poligami juga menunjukkan bahwa Al-Qur’an tidak mendorong umat Islam
untuk mencari celah kebolehan hukum, melainkan mengarahkan pada sikap kehati-
hatian (¢h#iyat). Dalam praktik sosial, kecenderungan sebagian masyarakat untuk
menafsirkan poligami secara tekstual sering kali mengabaikan dimensi etik yang
melekat pada ayat-ayat tersebut. Quraish Shihab mengkritik kecenderungan ini
dengan menegaskan bahwa pemisahan antara aspek hukum dan aspek moral justru
berpotensi melahirkan ketidakadilan baru, khususnya bagi perempuan serta anak
kecil. Maka dari itu, penafsiran ayat poligami harus selalu ditempatkan dalam

kerangka nilai yang lebih luas, bukan sekadar pemenuhan syarat formal (Ichsan,
2018).

Dari perspektif epistemologi tafsir, pendekatan Quraish Shihab menunjukkan
bahwa makna ayat tidak bersifat statis, melainkan lahir dari dialog antara teks,
konteks turunnya wahyu, dan realitas sosial pembacanya. Dengan demikian, ayat
poligami tidak dapat dipahami secara ahistoris tanpa mempertimbangkan perubahan
struktur sosial, relasi gender, dan sistem hukum masyarakat modern (al-Tabari). Pada
masyarakat kontemporer, di mana perempuan memiliki posisi sosial, pendidikan, dan
ekonomi yang semakin setara, praktik poligami tanpa pertimbangan etis yang matang
justru berpotensi bertentangan dengan tujuan keadilan yang ditekankan Al-Qut’an itu
sendiri (Hikmah, 2012).

Dimensi afektif keadilan yang ditekankan dalam Q.S. An-Nisa ayat 129
memiliki implikasi penting bagi pemahaman poligami. Pengakuan Al-Qur’an
terthadap keterbatasan manusia dalam mengatur rasa cinta menunjukkan kejujuran
teologis yang jarang ditemukan dalam sistem hukum positivistik. Ayat ini tidak
menuntut kesempurnaan emosional yang mustahil dicapai, tetapi sekaligus
memperingatkan agar keterbatasan tersebut tidak dijadikan pembenaran untuk
bersikap zalim. Dalam tafsir Quraish Shihab, pengakuan atas keterbatasan ini justru
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memperkuat alasan moral mengapa poligami harus diperlakukan sebagai praktik yang
sangat dibatasi, bukan sebagai norma umum dalam kehidupan keluarga Muslim
(Rahman et al., 2020).

Keadilan material tidak boleh dipahami secara sempit sebagai pembagian
nafkah yang sama secara matematis. Keadilan lahiriah juga mencakup perhatian,
perlindungan, dan pengakuan terhadap martabat masing-masing istri sebagai subjek
manusia yang utuh. Keadilan semacam ini menuntut kedewasaan emosional dan
spiritual yang tinggi dari seorang suami. Tanpa kesiapan tersebut, poligami berpotensi
melahirkan relasi yang timpang dan menyisakan luka psikologis yang berkepanjangan,
terutama bagi perempuan yang berada pada posisi tawar yang lebih lemah
(Fathurrahman et al., 2024). Penafsiran Quraish Shihab juga menggarisbawahi
pentingnya membaca ayat poligami dalam kaitannya dengan prinsip umum Al-Qur’an
tentang kasih sayang (rahmah) dan kebaikan (ma‘rif). Pernikahan dalam Islam tidak
semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan biologis, tetapi merupakan sarana
untuk membangun relasi yang menenteramkan (sakinah), penuh cinta (mawaddab),
serta kasih sayang (rahmah). Ketika poligami justru menghilangkan tujuan-tujuan
tersebut dan melahirkan konflik berkepanjangan, maka praktik tersebut kehilangan
legitimasi moralnya, meskipun secara hukum formal masih dimungkinkan (Duri,
2022).

Dari  perspektif epistemologi tafsir, pendekatan M. Quraish Shihab
menunjukkan upaya sadar untuk menyeimbangkan otoritas teks klasik dengan
tuntutan konteks sosial modern. Berbeda dari mufasir klasik seperti al-Tabari dan al-
Razi, yang cenderung meneckankan legitimasi hukum poligami dalam kerangka
normatif figh, Shihab menggeser fokus penafsiran pada dimensi etis dan risiko
ketidakadilan yang melekat dalam praktik poligami. Pergeseran ini tidak dimaksudkan
untuk menegasikan makna literal teks, melainkan untuk membacanya secara
teleologis dengan mempertimbangkan tujuan moral Al-Qur’an (maqasid al-shari‘ah).

Pada tafsir kontemporer Indonesia, pendekatan ini memiliki irisan dengan
pemikiran mufasir modern seperti Nasaruddin Umar, yang menekankan keadilan
gender dan kesalingan relasi sebagai prinsip utama dalam pembacaan ayat-ayat
keluarga. Namun, keunikan Shihab terletak pada kehati-hatiannya dalam menjaga
keseimbangan antara kesinambungan tradisi tafsir dan kebutuhan kontekstualisasi. Ia
tidak menghapus legitimasi normatif poligami secara mutlak, tetapi membatasinya
melalui penekanan etis yang ketat, khususnya pada ketidakmungkinan keadilan
afektif. Di sinilah kekuatan sekaligus batas epistemologi tafsir Shihab: ia menawarkan
sintesis moderat antara teks dan konteks, tetapi tetap menyisakan ruang perdebatan
mengenai sejauh mana pertimbangan etis modern dapat membatasi kebolehan
normatif yang diakui teks (Umar, 2001).

Relevansi penafsiran ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan hukum
pernikahan di Indonesia. Penegasan asas monogami pada Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 dapat dipahami sebagai bentuk ijtthad hukum modern yang sejalan
dengan spirit Al-Qur’an. Negara tidak menafikan kemungkinan poligami, tetapi
secara sadar menempatkannya sebagai pengecualian yang harus diuji secara ketat
melalui mekanisme hukum. Dalam hal ini, hukum nasional berfungsi sebagai
instrumen perlindungan sosial yang memastikan bahwa praktik poligami tidak
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dijalankan secara sewenang-wenang dan merugikan pihak-pihak yang lebih lemah
(Madjid, 2024). Peran pengadilan agama dalam mengawasi praktik poligami
menunjukkan bahwa keadilan dalam perkawinan tidak hanya menjadi tanggung jawab
individu, tetapi juga menjadi kepentingan publik. Dengan adanya persyaratan
administratif dan substantif, negara berupaya mencegah poligami yang didorong oleh
kepentingan subjektif semata, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap istri,
anak, dan struktur sosial keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan tafsir Quraish
Shihab yang menempatkan keadilan sebagai prinsip moral yang harus dijaga secara
kolektif, bukan sekadar komitmen personal (Muthmainnah et al., 2022).

Dari sudut pandang sosiologis, praktik poligami yang tidak diatur secara ketat
berpotensi melanggengkan stereotip gender dan ketimpangan relasi kuasa dalam
keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan berada pada posisi yang sulit untuk
menolak atau menggugat keputusan suami untuk berpoligami, baik karena tekanan
sosial, faktor ekonomi, maupun legitimasi agama yang disalahpahami (Mulia, 2007).
Oleh karena itu, penafsiran kritis terhadap ayat-ayat poligami menjadi sangat penting
untuk mencegah penggunaan teks agama sebagai alat pembenaran ketidakadilan
struktural. Pemikiran Quraish Shihab juga membuka ruang refleksi bahwa kebolehan
poligami dalam Islam harus selalu dibaca secara dinamis sesuai dengan perubahan
konteks sosial. Prinsip al-‘adah muhakkamah menunjukkan bahwa kebiasaan dan
realitas sosial yang baik dapat menjadi pertimbangan dalam penerapan hukum
(Afriadi, 2019). Dalam konteks masyarakat modern yang semakin menuntut
kesetaraan dan keadilan gender, monogami dapat dipandang sebagai bentuk
perkawinan yang paling sesuai dengan tujuan etis Al-Qur’an. Poligami, meskipun
tetap diakui secara normatif, tidak lagi relevan sebagai solusi umum bagi persoalan
keluarga kontemporer (Lahaling & Makkulawuzar, 2021).

Dengan demikian, hasil kajian ini memperlihatkan bahwa penafsiran M.
Quraish Shihab terhadap poligami tidak hanya memberikan pemahaman teologis,
tetapi juga menawarkan kerangka etis yang relevan bagi masyarakat Muslim modern.
Poligami dipahami sebagai praktik yang sarat dengan risiko moral dan sosial, schingga
pelaksanaannya menuntut tanggung jawab yang jauh lebih besar dibandingkan
pernikahan monogami. Perspektif ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan
perkawinan dalam Islam bukan terletak pada jumlah istri, melainkan pada
terwujudnya keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh
(Afriadi, 2019). Secara keseluruhan, pembacaan epistemologis pada ayat poligami
menunjukkan bahwa, Al-Qur’an tidak sedang menawarkan model keluarga patriarkal
yang absolut, melainkan sedang membimbing umat manusia menuju tatanan sosial
yang lebih adil dan beradab. Tafsir Quraish Shihab, dengan penckanannya pada
keadilan proporsional dan kesadaran etis, menegaskan bahwa monogami merupakan
bentuk perkawinan yang paling mendekati ideal normatif Islam, sementara poligami
hanyalah pengecualian yang dibatasi secara ketat. Dengan pemahaman ini, praktik
poligami tidak lagi dipahami sebagai simbol keunggulan laki-laki, tetapi sebagai
amanah berat yang hanya dapat dijalankan oleh mereka yang mampu menegakkan
keadilan lahiriah dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan (Al Qurtuby, 2022).
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis terhadap penafsiran Q.S. An-Nisa ayat 3 dan 129 dalam
perspektif epistemologi tafsir M. Quraish Shihab, poligami pada Islam tidak
merupakan perintah maupun anjuran syariat, melainkan rukbsah (keringanan) yang
dibatasi secara ketat oleh prinsip keadilan dan tanggung jawab moral. Ayat-ayat
poligami justru berfungsi sebagai mekanisme pembatasan terhadap praktik sosial
yang berpotensi melahirkan kezaliman, khususnya terhadap perempuan yang berada
dalam posisi rentan.

Penafsiran Quraish Shihab menegaskan bahwa keadilan dalam poligami harus
dipahami secara proporsional. Keadilan yang diwajibkan adalah keadilan lahiriah yang
bersifat objektif dan terukur, seperti nafkah, perlakuan, dan tanggung jawab sosial,
sementara keadilan dalam ranah afektif diakui sebagai sesuatu yang tidak dapat
diwujudkan secara sempurna oleh manusia. Q.S. An-Nisa ayat 129 berfungsi sebagai
peringatan moral atas keterbatasan tersebut dan sekaligus menunjukkan tingginya
risiko ketidakadilan dalam praktik poligami. Dari perspektif epistemologi tafsir,
penelitian ini menegaskan bahwa pembacaan ayat-ayat poligami tidak dapat dilakukan
secara tekstual dan ahistoris, melainkan harus mempertimbangkan konteks sosial
serta tujuan etis syariat. Pada Hukum pernikahan di Indonesia, prinsip ini selaras
dengan asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang
menempatkan poligami sebagai pengecualian dengan persyaratan ketat. Dengan
demikian, monogami dapat dipahami sebagai bentuk perkawinan yang paling
mendekati ideal etika Islam, sementara poligami merupakan solusi kontekstual yang
bersifat terbatas dan sarat tanggung jawab moral.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal.
Pertama, kajian tafsir tentang isu-isu keluarga Islam, khususnya poligami, perlu lebih
diarahkan pada analisis epistemologis agar tidak terjebak pada pembacaan tekstual
yang ahistoris dan reduktif. Pendekatan yang menekankan tujuan etis Al-Qur’an
dapat menjadi kerangka analisis yang lebih relevan dalam merespons persoalan
keluarga Muslim kontemporer. Kedua, bagi praktisi hukum dan lembaga peradilan
agama, pemahaman poligami sebagai rukbsah yang sarat risiko moral perlu diikuti
dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih substantif. Penilaian keadilan tidak
secharusnya dibatasi pada aspek administratif dan material, tetapi juga
mempertimbangkan kesiapan etis, psikologis, dan relasional calon pelaku poligami.
Ketiga, penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan studi komparatif antara
epistemologi tafsir M. Quraish Shihab dan mufasir kontemporer lainnya, baik di
Indonesia maupun dunia Islam, guna memperluas pemahaman tentang dinamika
penafsiran ayat-ayat keluarga dalam konteks perubahan sosial. Selain itu, kajian
empiris mengenai dampak penerapan penafsiran etis terhadap praktik poligami di
masyarakat juga menjadi agenda riset yang penting untuk dikembangkan.
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